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ABSTRAK 

Dalam penyusunan standar, KSAP harus mematuhi aturan yang ditetapkan. Oleh 

karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan mekanisme penyusunan 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) oleh Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan (KSAP) untuk akuntabilitas laporan keuangan sektor publik. Dalam 

penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis data 

primer dan sekunder. Data tersebut didapatkan dengan metode observasi dan 

wawancara. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam 

penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan sudah memadai yaitu melalui 

beberapa tahap mulai dari identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi draf SAP 

hingga Finalisasi Standar. 

Kata Kunci: 

Standar, laporan keuangan, akuntabilitas 

 

ABSTRACT 

In the preparation of standards, KSAP must comply with the established rules. 

Therefore, this study was conducted to describe the mechanism for preparing 

Government Accounting Standards (SAP) by the Government Accounting 

Standards Committee (KSAP) for accountability of public sector financial 

statements. In the research conducted using a descriptive approach with primary 

and secondary data types. The data was obtained by observation and interview 

methods. Based on this research, it can be concluded that the preparation of 

Government Accounting Standards is adequate, namely through several stages 

starting from the identification of topics to be developed into SAP drafts to the 

Finalization of Standards. 

Keywords: 

Standard, financial report, accountability 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penulisan 

Saat ini setiap pekerjaan pasti memiliki pedoman sistem kerja dalam 

melakukan aktivitasnya, atau yang biasa disebut Standard Operating Procedure 

(SOP). Dengan adanya prosedur yang jelas, segala proses kerja dapat lebih teratur 

dan terarah. Menurut Tjipto Atmoko (2011), Standar Operasional Prosedur (SOP) 

merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai 

dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-

indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan 

sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. SOP atau prosedur harus didesain 

sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan membantu dalam proses 

penyelesaian tugas sehingga bisa mencapai efektivitas kerja.  Standar yang baik 

harus berisikan langkah-langkah tindakan yang lengkap dan rinci, mudah diikuti, 

dapat dikontrol, dan bisa diubah sesuai dengan kondisi perusahaan. Jika hal ini 

diterapkan dalam proses pembuatan SOP, pastinya akan meningkatkan 

produktivitas dan kualitas kinerja. Kesalahan atau risiko kegagalan juga akan 

minim terjadi. 

Setiap individu memiliki pemahaman bervariasi dan interpretasi yang 

beragam dalam mengerti sesuatu hal, termasuk dalam proses penyusunan laporan 

keuangan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acuan atau standar yang jelas dalam 

penyeragaman untuk membimbing ke pusat penafsiran yang sama sehingga 

memudahkan para penyusun laporan keuangan. Hal inilah yang melandasi 

terciptanya standar akuntansi. Pembuatan standar akuntansi di Indonesia disusun 

oleh sebuah Dewan Standar Akuntansi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 

Menurut Mardiasmo (2009:148), standar akuntansi merupakan pedoman atau 

prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan 

keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, 

sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang telah digunakan 

untuk mengimplementasikan standar. Dengan adanya standar akuntansi, semua 
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laporan keuangan di masing-masing entitas akan mempunyai cara 

penyusunan yang seragam dan tidak ada lagi akuntan yang menyusun laporan 

keuangan sesuai dengan persepsinya masing-masing. 

Standar akuntansi merupakan hal yang penting dalam profesi akuntan dan 

seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan, termasuk di 

dalam entitas pemerintahan. Pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi yang 

kredibel di segmennya tersendiri karena adanya perbedaan yang signifikan antara 

entitas pemerintahan sektor publik dengan perusahaan komersial. Standar 

Akuntansi Pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka pembuatan laporan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk laporan 

keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 

2010 Pasal 1 Ayat (3) tentang SAP, “Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah”. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan komponen 

yang wajib diimplementasikan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 

Merealisasikan tanggung jawab dengan penyerahan informasi dan pelaporan 

aktivitas yang telah dilalui dan hasil dicapai serta kinerja keuangan pemerintah  

melalui laporan keuangan publik sangat dibutuhkan karena pemerintah adalah 

subjek informasi yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak publik yakni 

hak untuk mengetahui, hak untuk diberikan informasi, dan didengar aspirasinya. 

Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dipercaya akan 

berpengaruh pada peningkatan mutu laporan keuangan di pemerintah yang nantinya 

menjadi tolak ukur pengambilan keputusan sehingga tercapai laporan keuangan 

yang selaras, keterbukaan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa adanya standar 

akuntansi yang sesuai akan mengakibatkan konotasi negative serta rendahnya 

kredibilitas dan rasionalitas laporan yang disajikan.  

Nordiawan (2006) menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan 

di pemerintah pusat dan daerah. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang 
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memperkuat hal ini dan mengkaji mengenai pengaruh penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Nugraheni dan Subaweh (2008) menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, di 

mana sebelum diterapkan standar akuntansi pemerintahan laporan keuangan 

Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 belum dapat 

memecahkan permasalahan pencatatan keuangan dan belum ada cara untuk 

menyelesaikannya. Namun setelah diterapkan standar akuntansi pemerintahan 

maka laporan keuangan tahun berikutnya telah memenuhi karakteristik laporan 

keuangan yang baik (relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami). 

Penelitian lain yang mendukung penerapan standar akuntansi yaitu penelitian 

Suhardjo (2013) yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi 

pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada 

Pemerintah Kota Tual. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  

dilakukan  oleh  Nurlaila  (2014) dengan  judul  Pengaruh  Efektivitas  Penerapan  

Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap Kualitas    Laporan    keuangan    

Pemerintah    Daerah    di    Kabupaten    Enrenkang.    Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa  Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintahan 

memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  

pemerintah daerah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk fokus lebih detail 

mengenai proses penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mulai dari 

identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar sampai akhirnya finalisasi 

standar yang merupakan salah satu tugas Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 

(KSAP) sebagai Laporan Tugas Akhir dengan mengangkat judul “Penyusunan 

Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 

(KSAP) untuk Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Sektor Publik”. 

 

1.2 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan ini yaitu: 
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1. Mendeskripsikan ruang lingkup dan tujuan, Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) 

2. Menjelaskan mekanisme penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) oleh 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) 

3. Mendeskripsikan peranan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) 

dalam upaya peningkatan akuntabilitas laporan keuangan sektor publik 

4. Mendeskripsikan kendala dan solusi dalam penyusunan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) 

 

1.3 Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dalam memperkaya wawasan mengenai prosedur penyusunan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan.  

2. Manfaat Praktis 

Dari penelitian ini Direktorat Akuntansi dan Pelaporan keuangan khususnya 

sebagian unit Standar Akuntansi Pemerintahan dapat mengambil informasi 

yang dibutuhkan sebagai bahan masukan dan manfaat kepada lembaga 

mengenai prosedur pembuatan Standar Akuntansi Pemerintahan dimasa yang 

akan datang. 

 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan sebagai acuan dalam 

menyusun laporan Tugas Akhir, penulis mengumpulkan data-data dengan metode 

pengumpulan sebagai berikut: 

a. Observasi 

Melakukan pengamatan langsung pada subjek atau objek penelitian yang 

bersangkutan, dalam hal ini penulis mengamati prosedur pembuatan standar saat 

Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 
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lingkungan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Subdirektorat 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen mengenai data yang 

dibutuhkan dalam suatu penelitian, dalam hal ini data yang diperoleh adalah data 

dari buku, referensi, dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan di Laporan 

Tugas Akhir, maupun data yang diperoleh dari Direktorat Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan, Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai penulisan Laporan 

Tugas Akhir ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang memuat informasi 

mengenai topik-topik yang dibahas di setiap bab. Adapun sistematika penulisan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang 

pemilihan judul, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang ingin diperoleh 

dari penulisan, metode penulisan yang digunakan, dan sistematika penulisan 

yang disusun secara sistematis guna memberikan informasi mengenai 

pokok-pokok yang ditulis dalam laporan tugas akhir. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka, pada bab ini uraian teori-teori dasar yang berkaitan 

dengan topik penulisan yaitu tentang pengertian Standar Akuntansi 

Keuangan, jenis Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, 

keanggotaan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), pengertian 

akuntabilitas, prinsip dan dimensi akuntabilitas, jenis-jenis akuntabilitas, 

dan laporan keuangan sektor publik 

Bab 3 Gambaran Umum Perusahaan, pada bab ini membahas gambaran umum 

perusahaan yang menjadi objek penulisan yang berisikan profil perusahaan 

seperti sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan kegiatan umum 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

Bab 4 Pembahasan, pada bab ini menjelaskan mengenai pengertian dan ruang 

lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tujuan dan manfaat 
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Standar Akuntansi Pemerintahan, mekanisme penyusunan Standar 

Akuntansi Pemerintahan, peranan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 

(KSAP) untuk peningkatan akuntabilitas laporan keuangan sektor publik, 

kendala dan solusi dalam penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 

Bab 5 Penutup, memuat kesimpulan yang merupakan inti dari pembahasan dan 

saran yang berkaitan dengan penulisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 
Politeknik Negeri Jakarta 

BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai 

penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan (KSAP) untuk peningkatan akuntabilitas laporan keuangan sektor 

publik, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu pemerintah pusat, 

pemerintah daerah yang terdiri atas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 

Sementara itu tujuan dari adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

adalah untuk akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. 

2. Mekanisme penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) oleh 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yaitu: 

a. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi draf SAP 

b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP 

c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja  

d. Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja  

e. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja  

f. Penulisan Draf Publikasian SAP 

g. Konsultasi Draf Publikasian SAP kepada Komite Konsultatif 

h. Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft)  

i. Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik 

(Public Hearings)  

j. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian  

k. Permintaan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

l. Pembahasan hasil pertimbangan BPK 

m. Konsultasi dalam rangka finalisasi SAP kepada Komite Konsultatif 

n. Finalisasi Standar  

3. Peranan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam upaya 

peningkatan akuntabilitas laporan keuangan sektor publik dilakukan melalui 
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kegiatan strategis KSAP seperti menyusun produk Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP), Penyusunan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (IPSAP), Buletan Teknis (Bultek), Bunga Rampai, dengan pendapat 

(Limited Hearing & Public Hearing), Sosialisasi awal PSAP, Permintaan 

Pertimbangan PSAP ke Badan Pemeriksa Keuangan, Pelayanan publik terkait 

akuntansi pemerintahan, Pengembangan sumber daya manusia KSAP, 

Pemeliharaan website KSAP, Penyelenggaraan helpdesk KSAP, Komunikasi 

publik, Audiensi dengan Komite Konsultatif dan Menteri Keuangan, dan 

Penyelenggaraan Kesekretariatan.  

4. Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) yaitu kesesuaian dengan IPSAS, SDM yang kurang 

terlatih, sistem akuntansi, dan ada beberapa target yang belum tercapai. Upaya 

yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada yaitu anggota KSAP dapat 

melakukan sertifikasi khusus IPSAS, keikutsertaan anggota KSAP pada 

seminar/kongres/konferensi akuntansi baik di dalam maupun di luar negeri, 

sistem yang akurat melalui aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara (SPAN), dan membentuk tim teknis untuk menyelenggarakan Focus 

Group Discussion (FGD).  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan, maka penulis menyampaikan 

saran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk meningkatkan optimalisasi 

kinerja/performa aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) 

sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran. Rutin 

melakukan edukasi dan pencerdasan informasi mengenai kebijakan pelaksanaan 

anggaran melalui sosialisasi atau Focus Group Discussion (FGD) dan pelatihan 

secara berkala terhadap pengoperasian aplikasi SPAN sehingga dapat mengurangi 

kekurangan yang terjadi, baik pada peraturannya ataupun pada sistemnya. 

 Selain itu diperlukan juga monitoring secara teratur agar aplikasi yang ada 

dapat dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diharapkan karena untuk 

meraih produktivitas tenaga kerja dalam proses transisi menuju ke arah modernisasi 
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teknologi informasi. Memberikan layanan konsultasi excellent terkait masalah yang 

dihadapi saat menggunakan aplikasi untuk meningkatkan kepuasan pengguna 

sehingga diharapkan dapat menjadi pengelolaan perbendaharaan negara yang 

unggul di tingkat dunia. 

 Kesempatan mengikuti diklat pengelolaan anggaran harus diberikan seluas-

luasnya kepada seluruh pegawai, sehingga mendorong pemerataan kualitas sumber 

daya manusia. 
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